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Abstrak
 

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ("CSR")

semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari maraknya

isu global yang menekankan adanya tanggung jawab lebih dari perusahaan. Sehingga keberadaan

perusahaan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi saja namun juga harus memperhatikan

kepentingan para pemangku kepentingannya (?stakeholder?). Akan tetapi kegiatan CSR yang banyak

berkembang saat ini masih bersifat karitatif sehingga kurang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padahal salah satu tujuan dasar keberadaan CSR adalah untuk memberikan suatu dampak pembangunan

yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian tingginya masalah lingkungan yang sering muncul seiring

dengan berjalannya kegiatan usaha perusahaan mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan

ketentuan pelaksanaan kegiatan CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban tersebut

merupakan suatu hal yang positif sebagai salah satu bentuk upaya negara, dalam hal ini pemerintah, untuk

meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata (welfare state).

Namun demikian keberadaan kewajiban CSR tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pelaksana dan/atau

pendukung yang memadai. Akibatnya para pengusaha masih kesulitan dalam menentukan konsep dan teknis

pelaksanaan dari CSR itu sendiri. Salah satu kebijakan pendukung dari ketentuan kewajiban CSR bagi

perusahaan adalah kebijakan dalam bidang perpajakan. Guna menyelaraskan adanya kewajiban atas CSR

tersebut maka pemerintah memberikan insentif berupa pemberian pengurangan pajak terhadap kegiatan-

kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia sendiri, pajak dipandang sebagai suatu

pungutan wajib kepada masyarakat yang secara hukum harus ditetapkan berdasarkan legitimasi seluruh

masyarakat. Tujuannya tidak lebih agar pungutan pajak tersebut tidak membebani masyarakat. Dengan

demikian dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera pun harus dilakukan dengan ketentuan

legalitas yang benar.

......Corporate Social Responsibility or CSR is now commonly applied by many of corporations here in

Indonesia. This phenomena is influenced by global issues which are emphasizing corporates must have more

social responsibilities. Role of corporations is not only gaining economic profit but also have to consider the

interest of the stakeholders. But the activity of CSR developing nowadays is still charitable and it is not

likely to increase welfare. It is known that one of main goal of CSR is to give a sustainable developmental

influence to the community. High number of environmental problems are proportional with the corporate

activities. These make the Indonesian government establish regulation of implementation of CSR activitiy as

a corporate obligation. This is a positive way as one of the state efforts, especially the government, to

increase and to create welfare state. However, the established regulation is not followed with adequate

executive and/or supporting policies. As a consequency, the corporations are still have problems in

determining concepts and technical implementations of CSR. One of supporting policies of the regulation of

CSR is in taxation. In order to run the obligation of CSR, the government gives an incentive in form of tax
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reduction on the CSR activities which is done by the corporates. In Indonesia, tax is seen as a compulsory

levies to the community which is hsve to legally set based on community legitimacy. The aim is to make

sure that the taxes are not burdening the community. Thus, in order to create the community welfare then it

must done by exact legality provision.


